PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA
Nomor  : B/1553/M.SM.01.00/2026 12 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026
Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah
di
Tempat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta mempertimbangkan
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang berdampak pada perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka setiap instansi
pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian
tujuan instansi pemerintah.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, instansi agar menyampaikan usulan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 untuk memperoleh penetapan
Menteri PANRB dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth,
kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

2. Usulan jabatan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program
prioritas nasional.

3. Usulan jabatan berdasarkan prioritas pencapaian tujuan setiap instansi dengan ketentuan
jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4, Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang
memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2026.

Merujuk penjelasan sebagaimana di atas, diharapkan Saudara untuk menyampaikan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 pada aplikasi eformasi melalui
tautan: https://formasi.menpan.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Catatan :
* UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Balai Besar
hasif cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' Sertifikasi
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. « Elaktronii
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https:/fceksurat.menpan.go.id, dengan kode 2602260BYD ;
* Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan
biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan tenggat waktu yang

ditentukan, kami menyatakan instansi Saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun
Anggaran 2026.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami
sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

Presiden Rl;

Wakil Presiden Rl;
Menteri Keuangan;
Kepala BEN; dan
Kepala BPKP.
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